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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa
Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana
ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang
menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar
pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihandan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional,
nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik lbrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu
transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987,
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Bahasa Arab (A Guide Arabic
Transliteration), INIS Fellow 1992,

B. Konsonan

‘ = Tidak dilambangkan U =dl



& =ts & = * (koma menghadap keatas)

z =] d =gh
¢ =h o =f
z =kh 3 =q
3 =d g =K
3 =dz J =1
B =r o =m
J =7 O &N
o =s B =W
G =sy > =h
o= =sh PR

Hamzah ( + ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila
terletak diawal kata maka dalam trasliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (°)
untuk pengganti lambang “ g .

. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal
fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”,
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = a misalnya J& menjadi gala

Vokal (i) panjang =1 misalnya J& menjadi gila

Xi



Vokal (u) panjang = ( misalnya 0s» menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat maka tidak boleh digantikan
dengan “ 1 ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat
menggambarkan ya’ nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk duara diftong,
wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan
contoh berikut:
Diftong (aw) = s misalnya Js& menjadi gawlun
Diftong (ay) = « misalnya > menjadi khayrun
. Ta’ marbiithah ( 3)

“t”

Ta’ marblthah ditransliterasikan dengan jika berada ditengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbGthahtersebut berada diakhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w il Al
menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan
kalimat berikutnya, misalnya 4 4~ ; 8 menjadi fi rahmatillah.
. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada
ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-imém al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
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3. Masya’ Allah kdna wa ma lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem
transliterasi. Perhatikan contoh berikut:
“.... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi
dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui
pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”
Perhatikan penulisan nama “Absurrahman Wahid”, “Amin Rais”
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa
Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut
sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang
Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-

Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Rizgi Rizal Al Alif, NIM 16230059, 2016. Implementasi Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong
Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari’ah. Skripsi. Program Studi Hukum Tata
Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Pembimbing Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Implementasi, Kantong Plastik, Peraturan Walikota.

Sampah merupakan masalah yang cukup krusial di Indonesia. Oleh karena
itu, pemerintah Kota Denpasar menekankan pentingnya pengurangan penggunaan
kantong plastik melalui terbitnya peraturan walikota Denpasar nomor 36 tahun
2018. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak fenomena sosial yang masih
perlu. mendapat perhatian, karena masyarakat masih banyak yang
menggunakannya dalam kegiatan kesehariannya.

Penelitian ini memiliki 2(dua) rumusan masalah, yaitu: Pertama, Apa
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerapan
peraturan walikota denpasar nomor 36 tahun 2018. Yang kedua, Bagaimana
implementasi dari peraturan walikota denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang
pengurangan penggunaan kantong plastik perspektif Sadd Al-Dzari’ah.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris.
Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
dan observasi. Analisis data yang diperoleh dengan metode analasis kualitatif,
yaitu memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama,
Pemerintah Kota Denpasar yang dalam hal ini DLHK sudah berupaya semaksimal
mungkin untuk mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan peraturan ini agar
bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Adapun upaya yang dilakukan
yaitu berupa upaya prefentif dan represif. Kedua, Implementasi hukum Peraturan
Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik ini sejalan dengan konsep Sadd Al-Dzari’ah dalam islam, yang
mana merupakan kajian teoritis mengenai upaya mencegah kemudharatan dengan
pendekatan pada esensi obyek perbuatan yang dilakukan sebagai upaya
menghindar dari hukum wajib yang datang terlebih dahulu.
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ABSTRACK

Rizgi Rizal Al Alif, NIM 16230059, 2016. Implementation of Denpasar Mayor
Regulation Number 36 Year 2018 on Reducing the Use of Plastic Bags
Perspective Sadd Al-Dzari’ah. Thesis. Study Program of Constitutional Law,
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Advisor Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Implementation, Plastic Bags, Mayor Regulations.

Waste is a crucial problem in Indonesia. Therefore, the Denpasar city
government emphasized the importance of reducing the use of plastic bags
through the issuance of Denpasar mayoral regulation number 36 of 2018.
However, in its implementation there are still many social phenomena that still

need attention, because people still use it in their daily activities.

This study has 2 (two) formulations of problems, namely: First, How is the
implementation of the denpasar mayoral regulation number 36 of 2018 on
reducing the use of plastic bags perspective Sadd Al-Dzari’ah. Second, how the
efforts made by the government to maximize the application of the mayor's
regulation denpasar number 36 of 2018.

This research belongs to the type of empirical legal research. Using a
sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, the
data collection techniques used are interviews and observations. Data analysis
obtained by qualitative analasis method, namely checking data, classification,

verification, analysis, and conclusion.

Based on the results of the study, it can be concluded that: First, the
implementation of the policy of Denpasar Mayor Regulation No. 36 of 2018 on
Reducing the Use of Plastic Bags has not fully run to a maximum of 100%. But it
is slowly progressing in a better direction. Second, the government of Denpasar
city in this case DLHK has made every effort to overcome the constraints in

implementing this regulation in order to be run properly.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai mahluk hidup dengan jiwa sosial. Manusia
atau masyarakat secara umum haruslah memiliki kesadaran terhadap
kepedulian antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, termasuk juga
terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti lingkungan. Setiap
individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian
lingkungan agar tidak rusak. Karena, setiap kegiatan manusia sangat
berpengaruh kepada kelestarian lingkungan.

Perkembangan zaman yang terjadi hingga saat ini memasuki era modern
atau era globalisasi, khususnya dinamika keislaman yang bersangkutan
terhadap berbagai macam permaasalahan, membuat masalah demi masalah
yang muncul di masyarakat semakin beragam, baik dari segi muamalah,
ekonomi, kebijakan, bahkan lingkungan dan lain-lain. Manusia sebagai
mahluk hidup merupakan pemeran utama yang beratatapan secara langsung
dengan arus globalisasi. Hal tersebut yang mendorong sumber daya manusia
yang berkualitas untuk mengkaji dan memunculkan suatu hukum atau
kebijakan guna untuk menunjang atau mengimbangi perkembangan zaman.

Hal yang sangat sensitif dari dampak era globalisasi yang serba industri
seperti sekarang ini adalah lingkungan. Pada era globalisasi ini isu tentang
masalah lingkungan semakin lama semakin meluas, dan serius.

Permasalahannya bukan hanya bersifat lokal, namun masalah lingkungan kini



menjadi permasalahan regional, nasional dan global. Dampak yang terjadi
tidak hanya terkait pada satu atau dua aspek saja, namun berkaitan satu
dengan lainnya sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki mata rantai atau
relasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila satu aspek dari
lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek yang lainnya akan
mengalami dampak atau akibatnya pula.*

Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam kelangsungan
hidup manusia. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tepat akan
mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Besar
kecilnya kegiatan yang dilakukan oleh manusia pastinya akan berdampak pada
kualitas lingkungan. Di Indonesia kesadaran sebagian masyarakat dalam
melestarikan lingkungan bisa dinilai sangat pasif. Oleh karena itu, masyarakat
pada umumnya harusnya bisa menjaga serta mengelolah lingkungan agar tidak
menyebabkan pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Salah satu permasalahan penyebab tercemarnya lingkungan hidup hingga
saat ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh sampah. Terlebih lagi yang
menjadi kendala dalam pelestarian lingkungan adalah kegiatan masyarakat
kita yang terbiasa untuk membuang sampah sembarangan. sangat mudah
sekali menemukan sampah yang berserakan, baik di pinggir jalan, sungai
ataupun di tempat umum dan lain-lain. Yang mana termasuk di dalamnnya

adalah sampah plastik.

! N. H. T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua, (Jakarta:
Erlangga, 2004), 1



Plastik merupakan salah satu bahan yang paling sering digunakan oleh
manusia dalam kegiatan sehari-hari, karena bersifat praktis, juga memudahkan
keperluan sehari-hari manusia, salah satunya yaitu untuk membawa
barang/belanjaan, atau bahkan pembungkus makanan. Namun di sisi lain
plastik memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Plastik termasuk ke dalam
jenis sampah yang sulit dilebur walaupun dalam kurun waktu yang cukup
lama. Sifat plastik yang sulit terurai ini dapat memunculkan zat kimia yang
menyebabkan menurunnya kesuburan pada tanah. Selain itu juga sampah
plastik berbahaya bagi lingkungan air. Limbah plastik yang menumpuk di
selokan dan sungai dapat menyebabkan banjir, dan juga dapat menimbulkan
zat yang berbahaya bagi kelangsungan hidup biota air. Sampah plastik yang
dibakar juga dapat membahayakan dan mencamari kualitas udara di
lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena ketika plastik dibakar dapat
menimbulkan dioksin di udara yang apabila dihirup dapat menyebabkan
berbagai penyakit yang berbahaya seperti pembengkakan hati, kanker, dan
juga gangguan system saraf.

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan plastik
menyebabkan Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah plastik terbesar
kedua setelah Tiongkok, terkait sampah plastik. Penggunaan plastik yang terus
meningkat menyebabkan jumlah produksi plastik dari tahun ke tahun juga
semakin meningkat. Produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4juta

ton pertahun, yang sebagian besarnya berakhir di lautan karena tidak terolah.



Sampah berbahan plastik menjadi jenis sampah yang paling banyak
menyebabkan pencemaran.

Demi untuk menekan laju peningkatan dari sampah plastik tersebut,
pemerintah Indonesia telah banyak berupaya dalam menetapkan kebijakan
demi mewujudkan kelestarian lingkungan. Adapun salah satu upaya yang
dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengatur tentang pengelolaan
plastik, baik dengan menerbitkan kebijakan tentang pengurangan penggunaan
kantong plastik, atau dengan penerapan kantong plastik berbayar. Hingga saat
ini terdapat 5 Kota di Indonesia, yaitu : Balikpapan, Denpasar, Jambi, Bogor,
dan Jakarta, yang secara resmi membatasi penggunaan plastik dengan
memberlakukan peraturan, baik berupa peraturan daerah, peraturan wali kota
atau peraturan gubernur, yang berupa larangan atau pembatasan penggunaan
kantong plastik.

Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang menerapkan peraturan
pengurangan penggunaan kantong plastik, sebagai upaya pencegahan dan
penanggulangan terhadap limbah plastik. Kota Denpasar adalah Ibukota dari
Provinsi Bali. Dikenalnya Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang
menjadi destinasi wisata oleh dunia, menjadikan sebagian besar pendapatan
masyarakat Bali berasal dari sektor pariwisata. Pertumbuhan insdustri
pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan
bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan
perkapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Namun sayangnya, sektor

ini menjadi salah satu penyumbang permasalahan sampah di provinsi ini



sendiri. Tingginya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang
berkunjung ke Bali selama beberapa dekade terakhir telah memberi perubahan
yang cukup signifikan. Wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke
Provinsi Bali pada Juli 2020 tercatat sebanyak 47 kunjungan (melalui bandara
I Gusti Ngurah Rai sebanyak 16 kunjungan, dan pelabuhan laut sebanyak 31
kunjungan). Jumlah wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali pada bulan Juli
2020 mengalami peningkatan sebesar 46,88% dibandingkan dengan catatan
bulan Juni 2020. Bila dibandingkan dengan bulan Juli 2019, jumlahnya turun.
Kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi
masyarakat terhadap produk plastik, dan berakhir pada peningkatan sampah
plastik di Bali.

Sebagai pulau yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara,
permasalahan sampah di Bali menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah
maupun masyarakat yang peduli akan lingkungan hidup. Secara hukum,
pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang
pengelolaan sampah, yaitu Perda No. 5 tahun 2011. Yang mana pada Perda
tersebut telah disebutkan dalam Pasal 7D, bahwa pemerintah mempunyai
tugas dan wewenang dalam memfasilitasi sarana dan prasarana penglolaan
sampah. Namun pada realitanya, sarana dan prasarana pengelolaan sampah di
Bali dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang

ada dan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Bali.

2 https://denpasarkota.bps.go.id/pressrelease/2020/09/01/244/perkembangan-kepariwisataan-kota-
denpasar-juli-2020.html diakses 25 september 2020
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Perkembangan pariwisata dan daya tarik Pulau Bali secara tidak langsung
telah mendorong kemajuan pembangungan di Kota Denpasar. Dalam
menangani masalah sampah, pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan TPA
atau Tempat Pembuangan Akhir dengan luas 40Ha, di Desa Sanur Kauh, Kec,
Denpasar Selatan. Dalam upaya menangani dampak yang ditimbulkan oleh
sampah terutama dampak yang disebabkan oleh sampah plastik pemerintah
juga menerapkan berbagai aturan atau kebijakan. Seperti diberlakukannya
Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa
salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mengurangi peredaran
sampah plastik dari sumber penghasilan sampah dan untuk mengendalikan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh
penggunaan kantong plastik. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong
plastik merupakan strategi pemerintah guna menekan laju timbunan sampah.
Khususnya sampah plastik yang selama ini menjadi salah satu penyebab
utama pencemaran lingkungan hidup.

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018
diharapkan masyarakat dapat mengurangi tren konsumsi kemasan plastik yang
semakin meningkat dan membahayakan bagi lingkungan. Namun dalam
penerapan kebijakan ini masih banyak fenomena di masyarakat yang masih
menggunakan kantong plastik untuk kebutuhan sehari-hari kendati telah ada
peraturan yang melarang penggunaannya. Masih banyak toko dan pelaku

usaha yang menggunakan kantong plastik dalam transaksi jual beli meskipun



sudah dilarang dan telah adanya peraturan yang mengatur tentang
pengurangan penggunaanya.’

Berdasarkan observasi awal yang dilakukakn oleh peneliti di lapangan dari
beberapa ritel yang ada di Kota Denpasar, peraturan yang dibuat oleh
Walikota Denpasar terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini belum
sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh beberapa masyarakat yang ada
di kota Denpasar sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengurangan
penggunaan kantong plastik bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik. Ini sejalan dengan konsep
sadd al-dzari’ah dalam islam. Teori Sadd Al-Dzari’ah berasal dari teori
hukum islam yang orientasi bidikannya yaitu menekankan unsur pencegahan
terhadap sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadath
(kerusakan). Artinya jika suatu perbuatan diduga akan menimbulkan
kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan
tersebut.

Dalam alquran telah dijelaskan bahwa setiap manusia wajib merawat
semua kehidupan yang ada di bumi, baik kehidupannya maupun kehidupan
alam disekitarnya bukan malah merusak dan tidak amanah dalam
perawatannya. Peringatan tentang proses kerusakan bumi akibat ulah manusia

dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

% https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/05/173335/masih-ada-pasar-di-bali-enggan-jalankan-
aturan-kurangi-sampah-plastik diakses tanggal 29 september 2020
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Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang

benar)." (Q.S.30:41)

Belum adanya kesadaran masyarakat terkait bahayanya limbah plastik
terhadap lingkungan, merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat
enggan mengurangi penggunaan kantong plastik yang telah diketahui dampak
negatifnya terhadap lingkungan. Menyebakan kurang maksimalnya penerapan
kebijakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Meskipun pengusaha
ritel,dan pedagang pada umumnya telah memberlakukan kantong belanja yang
ramah lingkungan, namun hal ini dianggap membebani konsumen karena

dinilai terlalu mahal.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis
tertarik untuk mengkaji ke dalam skripsi yang berjudul “Implementasi
Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan

Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka
dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai
berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan
penerepan peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 ?

2. Bagaimana implementasi dari peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun
2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam prespektif
sadd al-dzari’ah ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti
berharap beberapa tujuan yang akan terwujud dari hasil penelitian ini.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa upaya yang dilakukan
olen pemerintah guna memaksimalkan penerepan peraturan walikota

Denpasar No. 36 Tahun 2018

2. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis bagaimana
pengimplementasian dari peraturan walikota Denpasar No. 36 Tahun
2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Persfektif Sadd
Al-Dzari’ah.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dibuat selain dengan beberapa tujuan yang disebutkan di

atas, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan juga
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pembaca pada umumnya. Adapun mafaat-manfaat yang ingin diberikan yaitu

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan dan menambah khazanah keilmuwan kepada pembaca, baik
peneliti dan juga masyarakat pada umumnya. Serta diharapkan dapat
menjadi sumbangsih pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut
pada masa yang akan datang. Serta sebagai bahan kajian-kajian
mendalam dalam untuk mengetahui implementasi dari peraturan walikota
Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik
Persfektif Sadd Al-Dzari’ah.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam penyelesaian permasalahan penggunaan kantong plastik yang
menimbulkan bahaya bagi lingkungan di Kota Denpasar, serta diharapkan
dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat
khususnya dalam pelaksanaan peraturan walikota Denpasar N0.36 Tahun
2018, juga diharapkan bisa menjadi kajian akademis sebagai bahan
masukan dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah tentang penggunaan
kantong plastik di Kota Denpasar, dan bagi penulis digunakan untuk salah
satu landasan dalam menambahkan wawasan secara luas terkait dengan
apa yang sudah dikaji dan ditemukan terhadap persoalan hukum yang

terjadi.
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E. Definisi Operasional
Untuk lebih mempertegas, dan menghindari kesalah fahaman, terlebih
dahulu perlu dijelaskan mengenai definisi operasional tentang istilah-istilah,

atau kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini.

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36
Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd
Al-Dzari’ah”. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variable yang
berkaitan dengan pembahasan agar menjadi jelas dan agar tidak menimbulkan
multi tafsir, maka dalam definisi operasional ini peneliti memberikan pengertian
mengenai istilah-istilah dari variable dengan judul yang digunakan dalam

penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Hukum
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi
mempunyai arti kata pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan dalam
pengetian umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan
dari rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci (matang).*
Nurdin Usman berpendapat, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,

aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai

* Derpartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta:
Balai Pustaka, 1996), 203
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tujuan kegiatan.” Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah
perencanaan dianggap telah sempurna.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas bila dikaitkan
dengan hukum, implementasi hukum merupakan pelaksanaan kegiatan
administrative yang ada legitimasi hukumnya. Yaitu sebuah pelaksanaan
kebijakan yang melibatkan berbagai unsur, dengan harapan dapat
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Yang dimaksudkan dengan pengurangan penggunaan kantong
plastik adalah strategi dari pemerintah kota Denpasar untuk menjamin
terselenggaranya  kebijakan, yang dimaksudkan untuk mengurangi
peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Adapun ruang
lingkup pengurangan penggunaan kantong plastik ini terdiri dengan
penyediaan kantong alternatif ramah lingkungan, seperti totebag dan paper
bag.

3. Sadd Al-Dzari’ah

Dalam segi bahasa, adz-dzari’ah memiliki arti, media yang
menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah ushul
figh, yang dimaksud dengan adz-dzariah adalah “sesuatu yang merupakan
media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan
hukum syara’ (baik yang haram atau yang halal, baik yang dilarang atau

dibenarkan) . Sedangkan yang dimaksud dengan sad adz-dzariah, (dalam

® Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70
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arti umum atau lazimnya adalah menutup jalan), adalah mencegah sesuatu

perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadath (atau kerusakan),

jika ia akan menimbulkan mafsadath.®
F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penyelesaian dalam penyusunan
penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis dengan tujuan agar
mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis
menggunakan sistematika pembahasan yang penulis jabarkan sebagai berikut:

Pertama yaitu BAB | merupakan pendahuluan. Adapun dalam bab ini
penulis memaparkan beberapa pembahasan yang meliputi: latarbelakang
masalah (judul) dari penelitian yang merupakan suatu pemaparan munculnya
masalah di lapangan yang akan diteliti. Kemudian perumusan masalah, yang
terdiri dari dua rumusan masalah. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat
penelitian. Lalu definisi operasional yaitu mendifinikan diksi/kata-kata yang
kurang dipahami dalam judul penelitian, dan terakhir sistematika penulisan
skripsi.

Selanjutnya yaitu BAB Il merupakan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan
pustaka akan membahas penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori.
Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan
penelitian ini, baik berupa artikel, jurnal, dan lain-lain. Dengan tujuan sebagai

bahan perbandingan dan bukti keorisinilan penelitian yang dilakukan oleh

® Abd Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2014), 236
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peneliti. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yuridis
yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang penulis angkat,
dengan tujuan dapat digunakan untuk membantu menganalisi data yang
diperoleh.

Kemudian selanjutnya BAB 11l yang akan membahas beberapa sub
bahasan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dan jelas dari data
penelitian. Maka dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang metode
penelitian apa yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Metode
penelitian mencakup jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan
penelitian, sumber data yang dugunakan oleh peneliti, metode pengumpulan
data dan metode pengolahan data. Metode penelitian berfungsi untuk
mengarahkan suatu proses penelitian dan menjadi sebagai pedoman bagi
peneliti dalam proses meneliti tentang Implementasi Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong
Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari’ah

Kemudian dilanjutkan BAB 1V membahas hasil dari penelitian. Pada bab
ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini penulis akan
menganilisis data-data yang telah diperoleh dari sumber data, baik dari data
primer maupun data sekunder. Kemudian akan diproses menggunakan teknik
pengolahan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam metode
penelitian. Pada bab ini penulis akan menganalisis dan membuat sub bab
permasalahan untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang telah

dirumuskan pada pendahuluan di atas.
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Kemudian yang terakhir yaitu penutup yang terletak pada BAB V. Bab
terakhir ini akan menutup seluruh rangkaian pembahasan yang berisikan
kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan
penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah
yang telah ditetapkan. Saran disini adalah usulan atau anjuran kepada pihak
yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan
masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti selanjutnya dimasa yang

akan datang.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi mengenai penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah
diterbitkan, skripsi, tesis, atau desertasi, baik secara substansi maupun
mengenai metode-metode yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
guna menghindari duplikasi yang selanjutnya harus dijelaskan dan
ditunjukkan keorisinilan penelitian serta perbedaannya dengan penelitian-
penelitian sebelumnya.’

Untuk mendukung penelitian ini agar menjadi penelitian yang
komprehensif, maka teori-teori dan temuan dari berbagai hasil penelitian
terdahulu dirasa perlu untuk dijadikan data pendukung. Peneliti melakukan
perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuannya adalah
sebagai bahan acuan dalam penelitian ini dan perbandingan untuk mengetahui
titik perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, juga
sebagai bahan tolok ukur keorisinalitasan dalam penelitian ini. Hasil
penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu berasal dari jurnal-jurnal
ilmiah dan skripsi. Maka, adapun narasi dari beberapa penelitian terdahulu
yang yang dapat peneliti jadikan bahan acuan dalam penulisan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

" Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya llmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27
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1. Mei Tri Nurpitasari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember
(2016), dengan judul “Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap
Pencemaran Lingkungan”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas
tentang dampak dari penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap pengelolaan
lingkungan hidup, dan solusi pemerintah dengan berlakunya Surat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-
PS/2016 dalam hal pengurangan sampah plastik.®

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penerapan kantong plastik
berbayar berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme
penerapan kantong plastik berbayar. Yang mana pengenaan biaya kantong
plastik berbayar yang saat itu masih diterapkan di beberapa toko atau
swalayan tertentu saja di Jember, dan saat itu masih dalam tahap uji coba
selama 3 bulan. Namun dalam penerapannya, dengan diterapkannya
kebijakan tersebut masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan
dinilai belum mencapai hasil yang maksimal. Maka disini pemerintah
memiliki peranan yang sangat penting dalam menindak tegas terhadap
setiap pengelolaan lingkungan, dan perlu adanya waktu perpanjangan
terhadap masa uji coba dari kebijakan tersebut. Seharusnya pemerintah
lebih menekankan terhadap penegakkan hukum tentang hak dan kewajiban

masyarakat, guna memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang

& Mei Tri Nurpitasari, Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan,
Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016) http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78143
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lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. dan metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) yaitu menelaah semua undang-undang yang
ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang dibahas salam
penelitian ini. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber
bahan hukum penunjang.

. Caca Yudha Prawira, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
(2017), dalam penelitiannya dengan judul “Pelaksanaan Surat Edaran
Kementrian  Lingkungan  hidup dan  Kehutanan = Nomor:
SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik
melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis
di Kota Bandar Lampung”. Dalam penelitian tersebut peneliti
menjelaskan tentang usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar
Lampung guna mengurangi jumlah timbulan sampah yang menyebabkan
pencemaran  lingkungan, khususnya sampah plastik, melalui
pengimplementasian dari surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian
lingkungan hidup dan kehutanan tentang penerepan kantong belanja
plastik sekali pakai berbayar di seluruh gerai pasar ritel modern di
Indonesia, terutama Kota Bandar Lampung. Yang mana dalam
penerapannya masih terdapat beberapa gerai ritel modern yang belum

memberlakukan program kantong plastik tidak gratis.
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat
edaran tentang pelaksanaan program kantong plastik tidak gratis
(berbayar) merupakan untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan
pencemaran lingkungan oleh sampah plastik, berdasarkan pada asas
kemanfaatan dan asas kepentingan umum. Namun, dalam penerapannya
pengurangan sampah plastik melalui program kantong plastik tidak gratis
(berbayar) dinilai belum berjalan secara optimal. Adapun faktor
penghambat dalam pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan sampah plastik tidak gratis
(berbayar) ini adalah kurangnya sosialisasi terhadap program ini dan tidak
adanya sanksi yang mengatur apabila pasar gerai ritel modern tidak
mengikuti program ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis
penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini antara
lain adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Teknik
pengumpulan data dalam penlitian ini adalah dengan teknik lapangan,
yaitu melalui wawancara dan observasi, juga studi kepustkaan melalui
literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
dokumen-dokemen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang
dibahas. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan cara

deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan
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fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan
berdasarkan kejadian yang terjadi sebenernya.’

3. Silmy Mahdiyah, skripsi mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Maulana
Malik Ibrahim Malang (2019) dengan judul “Penambahan Objek Cukai
Berupa Kantong Plastik Tinjauan Konsep Maslahah dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Studi di Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur)”. Dalam penelitian tersebut
membahas tentang tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan
sentimetasi publik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara
Menteri keuangan dan Menteri perindustrian terkait penambahan kantong
plastik ke dalam objek cukai. Penelitian ini memiliki tujuan untuk
mengetahui urgensi penambahan kantong plastik sebagai objek cukai
terhadap lingkungan hidup, dan urgensi penambahan kantong plastik
sebagai objek cukai tinjauan konsep maslahah dan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, serta tinjauan konsep
maslahah dan peraturan perundang-undangan sebagai alat yang digunakan
untuk analisis, sehingga terkumpul data yang dianalisis secara kualitatif
untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil, berupa: Pertama, regulasi yang

% Caca Yudha Prawira, Pelaksanaan Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan
Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung, (Lampung:
Universitas Lampung, 2017)
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mengatur khusus terkait kriteria pembuatan produk plastik yang ramah
lingkungan lebih efektif dalam menanggulangi dampak negative yang
ditimbulkan oleh sampah plastik. Kedua, adapun konsep maslahah,
permasalahan ini termasuk dalam maslahah hajiyah terkait dengan
tingkatannya, dan maslahah mursalah terkait hujjahnya. Ketiga, tinjauan
dari undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,
mengklasifikasikan kantong plastik telah memenuhi kriteria sebagai benda

yang dikenakan cukai. *°

Nazaruddin Lathif, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
(2019) dengan judul “Kewenangan Penyelenggaraan Prorgam
Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor”. Dalam
penelitian tersebut peneliti membahas tentang pengimplementasian terkait
Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik. Peneletian ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang kewenangan Pemerintah Kota
Bogor terkait terbitnya peraturan penyelenggaraan program pengurangan
kantong plastik di wilayah Kota Bogor. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa dalam menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik,
Pemerintah Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan, vyaitu
menetapkan kebijakan dan strategis partisipasi masyarakat dalam

pengurangan penggunaan kantong plastik, pembinaan, pengawaasan, dan

19 https://silmymahdiyah.blogspot.com/2020/01/penambahan-objek-cukai-berupa-

kantong.html?m=1 jurnal penelitian skripsi, (Malang: UIN Malang, 2019) diakses 27 Oktober

2020


https://silmymahdiyah.blogspot.com/2020/01/penambahan-objek-cukai-berupa-kantong.html?m=1
https://silmymahdiyah.blogspot.com/2020/01/penambahan-objek-cukai-berupa-kantong.html?m=1
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evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku
usaha, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau masyarakat yang
menjadi konsumen. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dan
berlokasi di Kota Bogor.**

5. Tanti Wulan Sari, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019), dengan judul “Implementasi
Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan
Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo
Kota Jambi)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan
jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: Pertama, Peraturan
Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan
kantong belanja plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi)
secara keseluruhan belum berjalan dengan baik dengan sebagaimana
mestinya. Namun perlahan terus berkembang kearah yang positif. Kedua,
Ritel Modern yang ada di Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi
mengaku mengalami kendalakendala saat menerapkan peraturan walikota
tersebut, diantaranya: konsumen banyak mengeluh; konsumen
membatalkan belanja; kurangnya minat konsumen untuk belanja ke ritel
tersebut; tak jarang konsumen yang memaki karna merasa kurang nyaman
dengan tidak adanya kantong belanja plastik pada saat aktivitas berbelanja;

dan menurunkan pendapatan ritel. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup

1 Nazaruddin Lathif, Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di
Wilayah Kota Bogor, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 1, 24 september 2019, 41-62
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(DLH) Kota Jambi dalam melakukan peran telah berkontribusi dengan

baik dan melakukan upaya yang juga sesuai dengan tanggung jawab yang

diemban, namun belum cukup maksimal karena masih mengahadapi

kendala-kendala.

Untuk selanjutnya peneliti akan membuat skema hasil penelitian tersebut

di atas dalam sebuah table, untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian

ini. Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No. Nama / Institusi / Judul Persamaan Perbedaan
Tahun
1. Mei Tri | “Dampak Pembahasan Penelitian  ini
Nurpitasari Pengurangan tentang memfokuskan
Fakultas Hukum | Sampah  Plastik pengelolaan pada
Universitas Jember, | terhadap kantong plastik pe.nglmplement
. . . asian peraturan
Skripsi 2016. Pencemaran sekali pakai penggunaan
Lingkungan” untuk kantong plastik
mengurangi berbayar,
timbulan sedangkan
sampah plastik penelitian
sebagai upaya _penulls tentang
. implementasi
pelestarian
: peraturan
lingkungan pengurangan
hidup penggunaan
kantong plastik
Jenis penelitian
yuridis
normatif
2. Caca Yudha | “Pelaksanaan Pembahasan Penelitian  ini
Prawira Surat Edaran tentang lebih
Fakultas ~ Hukum | Kementerian pengaplikasian menekankan
Universitas Lingkungan hidup pengaturan pada
. pengelolaan pelaksanaan
Lampung, Skripsi | dan Kehutanan kantong plastik peraturan

2017.

Nomor:
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SE.8/PSLB3/PS/PL
B.0/5/2016 tentang
Pengurangan
Sampah Plastik
melalui Penerapan
Kantong Belanja
Plastik Sekali
Pakai Tidak Gratis
di Kota Bandar
Lampung”

sekali pakai
Jenis penelitian

yuridis empiris

tentang kantong
belanja
berbayar
Substansi

pembahasan

Silmy Mahdiyah “Penambahan Jenis penelitian Penelitian  ini
Fakultas  Syariah | Objek Cukai yuridis empiris memfokuskan
Universitas  Islam | Berupa  Kantong Pembahasan pada
Negeri Maulana | Plastik  Tinjauan tentang regulasi penambahan
Malik Ibrahim | Konsep Maslahah Khusus terkait kantong plastic
Malang, Skripsi | dan Undang- kantong plastik kedalam objek
2019. Undang Nomor 39 dan dampak cukai
Tahun 2007 negatifnya Teori yang
tentang Cukai terhadap digunakan
(Studi di Wahana lingkungan menggunakan
Lingkungan Hidup teori
Indonesia Jawa mashlahah
Timur)”
Nazaruddin “Kewenangan Jenis penelitian, Memfokuskan
Lathif Penyelenggaraan yuridis empiris pada
Fakultas  Hukum | Program Substansi kewenangan
Universitas Pakuan | Pengurangan pembahasan permerintah
Bogor, Jurnal | Penggunaan tentang Kota — Bogor
. dalam
Gagasan  Hukum | Kantong Plastik di kebijakan menyelenggara
2019. Wilayah Bogor™ pengelolaan kan  program
kantong plastik pengurangan
untuk kantong plastik
mengurangi Lokasi
sampah penelitian
pencemar bertempat  di
lingkungan Kota Bogor
Tanti Wulan Sari | “Implementasi Jenis penelitian Fokus
Fakultas ~ Syariah | Peraturan yuridis empiris penelitian
UIN Sullthan | Walikota ~ Jambi Pembahasan adalah  untuk
Thaha  Saifuddin | Nomor 61 Tahun tentang mengetahui
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Jambi,
2019.

Skripsi

2018 tentang
Pembatasan
Penggunaan
Kantong Belanja
Plastik (Jalan
Pattimura Simpang
Rimbo Kota
Jambi)”

Implementasi
Peraturan
Walikota
tentang
Pembatasan
Penggunaan
Kantong
Belanja Plastik

kendala  yang
dihadapi  oleh
ritel modern
yang ada di
Kota Jambi
terkait
implementasi
PerWali Kota
Jambi No. 61
Th. 2018
tentang
pengurangan
penggunaan
kantong belanja
plastik.
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B. Kerangka Teori
Adapun teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Sadd Al-Dzari’ah
a. Pengertian

Dalam segi lughawi (Bahasa), adz-dzari’ah (jamak adz-dzara’i)
memiliki arti : “jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi
atau ma’nawi, baik atau buruk”. Untuk menempatkannya dalam
bahasan yang sesuai dengan apa yang akan dituju, maka kata
“dzari’ah” didahului dengan kata “sadd” yang artinya menutup, yang
memiliki maksud “menutup jalan terjadinya kerusakan”.*?

Sedangkan dalam pengertian istilah ushul figh, yang dimaksud
dengan dzari’ah adalah, sesuatu yang merupakan media dan jalan
untuk sampai kepada suatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik
yang haram ataupun yang halal /(yang terlarang ataupun yang
dibenarkan), yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Sehingga dapat
disimpulkan arti dari sad adz-dzari’ah menurut bahasa adalah
membendung jalan yang menyampaikan kepada suatu tempat.
Sedangkan menurut istilah, Sadd Al-Dzari’ah berarti menetapkan
hukum suatu perkara dengan suatu hukum yang terdapat pada perkara

yang dituju.’®* Dalam mengartikan sadd al-dzari’ah secara definitif

12 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 449.
13 Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), 245
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terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, yang apabila diteliti
pada hakikatnya adalah sama

Oleh karena itu, dalam kajian ushul figh, adz-dzari’ah dibagi
menjadi dua bagian, yaitu: Sadd Al-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah.
Meskipun telah dibagi ke dalam dua bagian, namun di kalangan
ulama’ ushul figh jika kata “adz-dzariah” disebutkan sendiri (tidak
dalam bentuk kalimat jama’), maka kata tersebut berarti digunakan
untuk menunjukkan arti Sadd Al-Dzari’ah.

Adapun yang dimaksud dengan Sadd Al-Dzari’ah, adalah (arti
kata: menutup jalan) mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai
menimbulkan kerusakan atau al-mafsadth, jika sesuatu itu (dianggap)
akan menimbulkan kerusakan atau al-mafsadath. Pencegahan terhadap
mafsadath (kerusakan) dilakukan karena kerusakan tersebut bersifat
terlarang."* Sebagai contoh; Pada dasarnya, menggunakan kantong
plastik untuk keperluan sehari-hari seperti untuk mengangkut barang
belanjaan atau wadah/tempat makanan adalah mubah (boleh), karena
kantong plastik mempermudah, fleksibel, dan tahan lama. Akan tetapi,
karena sifatnya yang tahan lama, menyebabkan kantong plastik sulit
untuk diuraikan dan sulit untuk didaur ulang apabila digunkanan
secara berlebihan. Perbuatan tersebut menjadi terlarang, karena akan
menimbulkan mafsadah, yaitu membahayakan bagi lingkungan.

Larangan untuk tidak menggunakan kantong plastik tersebut, dan

4 Abd Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2014), 236
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mencegah kerusakan lingkungan hidup, dimana keduanya merupakan
mafasadah.

Metode Penentuan Hukum Adz-Dzari’ah

Adz-dzari’ah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

a) Ditinjau dari segi al-ba’its (motif pelaku); dan

b) Ditinjau dari segi dampak yang yang ditimbulkannya semata, tanpa

meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Al-Ba’its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan
sesuatu perbuatan,baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang
dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang
terlarang (haram). Contohnya; sebelum tiba waktu haul (satu tahun),
seseorang yang wajb berzakat, karena memiliki Nishab,
mengihibahkan sebagian hartanya kepada anaknya, dengan tujuan agar
hartanya berkurang sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat. Pada
dasarnya menghibahkan harta kepada anak/orang lain merupakan
anjuran syara’. Tetapi karena tujuannya untuk menghindari perkara
wajib (membayar zakat), maka perbuatan tersebut dilarang. Sebab,

hibah hukumnya sunnah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.

Kemudian tinjauan yang kedua, berfokus pada segi mashlahah dan
mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang
ditimbulkan dari rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka
perbuatan  tersebut  diperintahkan, sesuai  dengan  kadar

kemashlahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya pula. Apabila
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dampak yang ditimbulkan dari sebuah rentetan perbuatan itu
menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan, maka perbuatan tersebut
terlarang, sesuai dengan kadarnya pula, (haram atau makruh). Contoh:
seorang yang mencaci maki terhadap berhala orang musyrik, sebagai
bentuk keimanannya kepada Allah SWT, dan dengan niat ibadah.
Akan tetapi, perbuatan tersebut mengakibatkan ‘perbuatan balasan’
dalam bentuk caci maki dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh
karena itu, perbuatan mencaci maki tersebut menjadi terlarang. Dalam

hal ini, Allah berfirman:
5128 5l 0 e 0l e e

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena merka nanti akan memaki Allah

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” (QS. 6:108)

Apabila dengan tinjauan dzari’ah yang pertama, yaitu dari segi motif
perbuatannya, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi
pelakunya, maka tinjauan yang kedua malah sebaliknya. Dengan
tinjauan yang kedua ini, perbuatan dzari’ah dapat menimbulkan
ketentuan hukum yang sifatnya gadha’i. Yang mana ‘hakim’ dapat
menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan
menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut.

Tergantung terhadap apakah perbuatan dzari’ah tersebut
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menyebabkan  dampak mashlahah atau  mafsadath, tanpa

mempertimbangkan motif atau niat dari pelaku.™

2. Peraturan Walikota/Peraturan Daerah

Peraturan adalah sebuah perangkat atau tolok ukur yang dibuat untuk
mengatur tingkah laku seorang/individu dalam lingkup atau organisasi tertentu,
yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Sedangkan yang
dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan
dibuat/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga negara, melalui
prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia
merupakan Negara Hukum.*® Hal tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap
segala tindakan masyarakat ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah
harus didasarkan pada hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat,
pemerintah menghasilkan sebuah produk hukum. Adapun produk hukum yang
dihasilkan adalah berupa produk hukum nasional dan produk hukum daerah.

Adapun yang dimaksud dengan produk hukum daerah, adalah produk
hukum yang berbentuk peraturan yaitu meliputi: Peraturan Daerah (Perda) atau
dengan nama lain Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama
Kepala Daerah (PB KDH), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Peraturan DPRD), dan yang berbentuk keputusan, yaitu meliputi: Keputusan

> Abd Rahman Dahlan, Ushul Figh, 237-239 (footnote kedua, referensi sama)
'® Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)
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Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD."

Produk hukum daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, berbentuk peraturan dan penetapan. Dalam Pasal 3 menentukan bahwa
produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a, terdiri atas:'®

a) Perda;

b) Perkada;

C) Dihapus; dan

d) Peraturan DPRD.

Perda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari;
Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan Perkada terdiri dari;

Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Peraturan Walikota.™

Peraturan walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang
dibentuk/ditetapkan oleh walikota, tanpa melibatkan DPRD Kota. Namun,
Peraturan Walikota baru akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat apabila diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

7 Nengah Suantra Dan Made Nurmawati, Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,
(Naskah Tutorial: Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar, 2016), 4-5

'8 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah

19 pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, 9
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undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ketentuan
tentang peraturan walikota diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 pasal 8 ayat (1). Berbeda dengan Peraturan Daerah Kota yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dengan persetujuan
bersama Walikota, Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa
melibatkan DPRD Kota.*® Penjelasan tentang Peraturan Daerah Kota dapat
dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011, yang berbunyi: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota” .

Perbedaan lainnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang berbunyi: “(1) Peraturan Perundang-undangan
yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Gubernur dan
Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam berita Daerah.” Jadi,
Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan

Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.*

2% Hukum Online, 10 April 2015,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1afl57a/perbedaan-peraturan-daerah-
kota-dan-peraturan-walikota/. Diakses pada tanggal 16 April 2020

2L https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-
daerah-kota-dan-peraturan-walikota/. Diakses pada tanggal 16 april 2020



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/
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3. Kantong Plastik

Yang dimaksud dengan kantong plastik disini adalah kantong yang terbuat
dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene,
thermoplastik synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya,
dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk
mengangkat atau mengangkut barang.”* Kantong plastik merupakan plastik
yang tergolong dalam jenis plastik Low Density Polyethylene. Kantong plastik
memiliki sifat lebih kuat, tembus cahaya (transparan), fleksibel, dan daya
proteksi terhadap uap air yang tergolong baik. Kantong plastik sendiri dapat di
daur ulang, namun sulit untuk dihancurkan secara alami oleh alam. Oleh
karena itu, dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan pencemeran
lingkungan atau kurasakan bagi lingkungan hidup.?

Pada saat ini kantong yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari
menggunakan bahan dasar sintetis yaitu plastik. Kantong plastik dapat
dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Kantong plastik tidak ramah lingkungan; dan

b. Kantong alternatif ramah lingkungan,

Klasifikasi kantong plastik dapat digolongkan berdasarkan dari bahan
dasar yang digunakan. Kantong plastik tidak ramah lingkungan adalah jenis
kantong yang terbuat dari bahan yang berbahaya, dan tidak bisa hancur

sekalipun dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan kantong alternatif ramah

22 pasal 1 angka 5, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik

23 https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/530/jbptunikompp-gdI-yustianove-26473-4-unikom_y-2.pdf
diakses pada tanggal 06 april 2020



https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/530/jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4-unikom_y-2.pdf
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lingkungan dibuat dari bahan-bahan organik yang mudah terurai atau

terdegredasi dengan mudah, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai

berulang-ulang.

4. Lingkungan Hidup

a.

Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah semua faktor eksternal yang mempengaruhi
suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa variabel hidup (biotic
factor) atau variabel tidak hidup (abiotic factor). Kemudian terdapat dua
komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Mahluk/Organisme (Hidup)
dan b) Abiotik: Energi, material kimia dan lain-lain.** Istilah “lingkungan”
biasa digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”.
Meskipun secara harfiah dapat dibedakan, namun keduanya pada
umumnya digunakan dengan arti yang sama, yaitu lingkungan dalam arti
luas yang mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan).

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan
bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan segala
benda, daya/kekuatan , kondisi, dan mahluk hidup yang mempengaruhi
alam itu sendiri, termasuk manusia dan perilakunya. Kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya.?

2 Agoes Soegianto, lImu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, (Surabaya:
Airlangga University Press, 2010), 1.
2% Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup
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Berdasarkan definisi dari lingkungan hidup di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah satu
kesatuan dari seluruh benda, baik mahluk hidup (manusia, hewan
tumbuhan dan organisme lainnya), ataupun yang tidak hidup (tanah, air,
udara) dan semua yang memiliki interaksi dan saling mempengaruhi satu
sama lain dalam kelangsungan hidup antar mahluk untuk mencapai
kesejahteraan.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa
pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang istematis dan
komprehensif untuk memelihara fungsi dari lingkungan, sehingga dapat
mendukung perikehidupan manusia dan mahluk lainnya, serta mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan. Upaya tersebut kemudian
dirumuskan ke dalam langkah Kkebijakan penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, penegakan hukum
dan pengendalian lingkungan hidup.?®

Dalam kelangsungan hidup semua mahluk hidup di alam,
lingkungan hidup memiliki fungsi utama. Tanpa lingkungan hidup ini
mahluk hidup tidak memliki tempat tinggal dan tidak akan dapat bertahan.

Manusia sebagai mahluk yang dianugerahi akal memegang peranan

26 Rachmadi Usman, Pembahuruan Hukum Lingkungan Nasional, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2003), 53. (First time cited in footnotes)
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penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Manusia juga
harus sadar untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Hukum merupakan salah satu alat dan sarana yang ampuh untuk
melindungi  lingkungan hidup. Hukum yang mengatur tentang
perlindungan lingkungan hidup, yang biasa dikenal dengan hukum
lingkungan. Hukum lingkungan dirumuskan secara khusus dan dengan
tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan melindungi lingkungan
hidup. Peraturan-peraturan hukum merupakan sarana yang efektif untuk
menegakkan kebijakan lingkungan. Dalam hal ini peraturan-peraturan
hukum berperan mengatur dan membatasi pemanfaatan sumber daya alam
oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk menjamin kelestarian
lingkungan hidup. Bagi yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi
adminsitratif, pidana dan tindakan tata tertib pada saat yang bersamaan.?’

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2009,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan
asas:

a) Tanggung jawab negara

b) Kelestarian dan keberlanjutan
c) Keserasian dan keseimbangan
d) Keterpaduan

e) Manfaat

f) Kehati-hatian

2" Rachmadi Usman, Pembahuruan Hukum Lingkungan Nasional, 281.(Footnote kedua, referensi

sama).
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g) Keadilan

h) Ecoregion

i) Keanekaragaman hayati

J) Pencemar membayar

k) Partisipatif

I) Kearifan local

m) Tata kelola pemerintah yang baik; dan

n) Otonomi daerah

Pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung
jawab daei pemerintah. Partisipasi dari swasta dan masyarakat juga sangat
penting dalam penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap
orang berhak dan berkewajiban untuk berpasrtisipasi dalam rangka
pengelolaan lingkungan untuk mencapai kelestarian fungsi lingkungan

hidup.?®

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian untuk
menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.
Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukungnya
kehidupan manusia dan mahluk lain. Sedangkan daya tampung lingkungan
hidup adalah kemampuan dari lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang masuk (atau dimasukkan) ke

dalamnya.

%8 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik, Eresco, (Jakarta: 1991), 37.
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c. Dampak Pencemaran terhadap Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa
pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat,
energi, dan/atau komponen lain (ke dalam tubuh lingkungan hidup) oleh
kegiatan manusia, sehingga melewati baku mutu dari lingkungan hidup
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pencemaran lingkungan nerupakan salah satu hal yang disebutkan
dalam bentuk konkrit sebagai “dampak perbuatan”, yaitu:
a) Pencemaran Lingkungan

b) Kerusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan yang mempengaruhi perubahan struktur
lingkungan akibat kegiatan dari manusia atau oleh proses alam
menyebabkan lingkungan kurang, atau bahkan tidak berfungsi lagi.
Pencemaran akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, dan akan
berakibat fatal jika tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Hal ini harus
disadari, bahwa kondisi lingkungan yang dikelola dengan tepat untuk
mendukung kehidupan saat ini dan mendatang dapat berubah dengan
cepat.?® Pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan
antara produksi dengan pengolahan limbah serta limbah yang dihasilkan

dalam proses produksi tersebut.

2P Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya, (Jakarta: PT. Rineka,
1992), 27.
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Untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan
dikenal istilah penanggulangan secara non-teknis, yaitu upaya untuk
mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan melalui
penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-
undangan tersebut dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi
berbagai macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa

sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam
pencegahan dini terhadap pencemaran lingkungan hidup dengan
mengeluarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan langkah
yang sangat tepat. Dalam hal ini pemerintah kota Denpasar bekerjasama
dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mensosialisasikan peraturan
tersebut, agar pelaku usaha/ritel dan masyarakat dapat menerapkan aturan
tersebut, sehingga dapat mengurangi dampak buruk pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik, yang berimbas pada

kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar.

%0 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogyakarta: AndiOffset, 1995),

160.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodologis, dan konsisten.®* Metode penelitian merupakan aspek vital
dalam sebuah penelitian. Terciptanya penelitian dengan hasil yang memuaskan,
baik, dan sistematis tak lepas dari metode yang digunakan. Dalam memilih sebuah
metode penelitian haruslah mempertimbangkan kesesuaian dengan objek yang
akan diteliliti, agar hasil yang didapat bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.
Oleh karena itu, beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalan menyusun

sebuah penelitian ialah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis
dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (Field Research), yaitu
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataan di masyarakat.®® Lahirnya penelitian hukum empiris (sosio-
legal research) merupakan sebuah konsekuensi dari ilmu hukum yang
memiliki sifat terbuka, sehingga terdapat interaksi antara ilmu hukum

dengan ilmu-ilmu lainnya.** Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum

31 Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17

%2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

%3 3. Wingjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: ELSAM
dan HuMa, 2002), 121
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yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum
atau badan pemerintah. Langkah yang digunakan dalam penelitian
lapangan adalah melalui teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya.**

Penelitian ini mengkaji hukum dalam artian nyata dan meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, terkait dengan
implementasi dari peraturan walikota Denpasar tentang pengurangan
penggunaan kantong plastik berdasarkan perspektif Sadd Al-Dzari’ah
serta fakta-fakta apa yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sesuai
dengan peraturan walikota Denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang
pengurangan penggunaan kantong plastik. Penelitian ini dilakukan secara
langsung di tempat atau objek penelitian. Adapun yang menjadi objeknya
adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan oleh
ilmuwan untuk mengetahui bahan hukum yang digunakan. Adapun fungsi
dari pendekatan penelitian adalah mempermudah analisa, memperjelas
pemahahaman objek, dan membatasi ruang lingkup penelitian, serta
memberikan evaluasi yang obyektif terhadap bahan penelitian.®

Adapun pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah
yuridis sosiologis. Pendekatan suatu penelitian dapat dilihat dari rumusan
masalahnya. Apabila jawaban dari rumusan masalah diperoleh hanya dari

studi kepustakaan, undang-undang, maka pendekatan yang digunakan

% Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52
% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 3), (Jakarta: Ul-Press, 1984), 22.
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adalah yuridis normatif. Namun, apabila jawaban rumusan masalah
diperoleh dari penelitian lapangan, maka menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis.*

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mendeskripsikan,
atau memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai
fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang terjadi. Dengan
cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang terartur, runtun, logis
tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan, pemahaman dan
interpretasi data.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, yang bertempat di JI. Majapahit
No. 6 Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar , Bali, 80231
sebagai objek atau tempat penelitian dan untuk memperoleh data terkait

dampak kantong plastik terhadap lingkungan.
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D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana penliti memperoleh data-data

yang dibutuhkan. Data yang didapat tidak hanya data fakta lapangan,

tetapi juga menggunakan teori. buku-buku, jurnal, konsep dan segala

bentuk literature yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data-data yang didapat secara langsung di
lapangan, atau dari sumber pertama terkait akan permasalahan yang
akan dibahas. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.>” Sumber
data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan
informan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar, yaitu Bapak | Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala
Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah.

Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari
buku-buku, undang-undang, atau pendapat ahli sebagai pelengkap dari
sumber data primer. Pada dasarnya data sekunder merupakan data
yang menjelaskan data primer, Sumber data sekunder penelitian ini

adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka

7 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Press,

2004), 30
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seperti mengkaji buku-buku ilmiah, hasil penelitian, laman internet
atau author yang dapat dipertanggungjwabkan. Data sekunder
mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang
berwujud, laporan, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu lingkungan,
implementasi peraturan, kantong plastik dan Sadd Al-Dzari’ah.®
3. Data tersier
Data tersier adalah data yang dapat memberikan petunjuk maupun
penjelasan data hukum primer dan data hukum sekunder, seperti
ensiklopedia, berita hukum, kamus hukum, dan kamus besar bahasa
Indonesia (KBBI).
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
1) Studi Lapangan
Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui suatu pengamatan
dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, dengan tujuan
untuk menentukan obyek atau lokasi penelitian yang sesuai, nyaman, dan
mudah untuk memperoleh informasi yang lengkap dan dibutuhkan dengan
cara mengadakan wawancara.
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak

dengan maksud tertentu, vyaitu yang mengajukan pertanyaan

%8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 12. (footnote kedua, referensi sama)
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(pewawancara) dan yang memberikan jawab (responden), untuk
mendapatkan informasi atau fakta yang sebenarnya, dengan cara
melakukan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun
secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat
dalam penelitian yang dilakukan.*®* Dalam penelitian ini, penulis
melakukan wawancara dengan informan atau responden pihak Kabid
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, yaitu Bapak I
Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan
Sampah

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data yang berwujud
sumber data tertulis atau gambar, dengan cara menginventarisasi dan
mempelajari sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku,
arsip, jurnal, dokumen pribadi, artikel, dan foto yang terkait dengan
permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik, dan literatur terkait Sadd Al-Dzari’ah.

Metode Pengolahan Data
Setelah data yang diperoleh dengan metode pengumpulan data di

atas terkumpul dan sesuai dengan uraian pendekatan penelitian yang

% Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),

82
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digunakan diatas, kemudian penulis akan mengolah dan menganalisis data
tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara
menguraikan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan
efektif, sehingga memperoleh gambaran secara umum/menyeluruh tentang
keadaan yang sebenarnya, dan memudahkan terhadap pemahaman data.*’
Diharapkan metode ini dapat memudahkan dalam proses pengolahan dan
analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun
proses analisi data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (editing)

Editing merupakan proses yang dilakukan setelah mengumpulkan
data di lapangan. Proses ini merupakan hal yang penting, karena
merupakan pemeriksaan data yang telah terkumpul di lapangan,
kadangkala ada yang tidak sesuai, kurang atau bahkan terlewatkan.
Oleh karena itu, untuk melengkapi kelengkapan dari penelitian ini,
maka proses editing sangat diperlukan dalam mereduksi data yang
tidak sesuai dengan tema penetian ini, yaitu Implementasi Peraturan
Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan

Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari’ah.

*0 Rony Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter, (Jakarta: Ghalis, 1994), 57
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2. Klasifikasi (Classifying)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data yang telah diperoleh
diklasifikasikan dengan cara menyusun kembali data kemudian
dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, berdasarkan pertanyaan
dalam rumusan masalah dengan menjadikan Peraturan Walikota
Denpasar No. 36 Tahun 2018 sebagai patokan dan disesuaikan dengan
data yang diperolen dari lapangan. Proses ini bertujuan untuk
memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sehingga
data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi data adalah mengecek kembali data yang telah
terkumpul untuk mengetahui keabsahan data tersebut, apakah benar-
benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam
hal ini dilakukan dengan cara mencocokkan (cross-check) kembali
antara data dengan hasil wawancara terhadap responden, sehingga
nantinya memperoleh data yang valid dan dapat disimpulkan secara
proporsional.

4. Analisis Data (analysing)

Kemudian data yang telah diperoleh akan dilanjutkan dengan
tahapan analisis. Analisis merupakan salah satu bentuk proses
penyederhanaan data yang diubah kedalam bentuk yang mudah

dipahami. Atau dapat didefinisikan juga sebagai aktivitas mengubah
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data penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik
sebuah kesimpulan dan sebuah hipotesis kerja. Proses ini bertujuan
agar mempermudah peneliti memperoleh gambaran dari subjek yang
sedang diteliti.

Kesimpulan (concluding)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan, yaitu suatu hasil dari seluruh
proses penelitian. Setelah tahap-tahap yang telah disebutkan diatas,
maka tahap selanjutnya adalah menarik sebuah kesimpulan atau
menyimpulkan seluruh hasil analisis data untuk menyempurnakan
penelitian ini. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah kelak untuk
membacanya bagi peneliti juga bagi para pembacanya.

Dalam tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari seluruh data-
data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dianalisis,

kemudian menuliska kesimpulannya ke dalam BAB V.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
@ PERATURAN DAERAH NO. 27 TAHUN 2011

LAMPIRAN XV

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PETA RENCANA
KOTA DENPASAR TAHUN 2011- POLA RUANG WILAYAH KOTA

a. Gambaran Umum Kota Denpasar
Gambaran umum Kota Denpasar merupakan penjabaran terkait
kondisi dan keadaan lokasi penelitian yang penulis jabarkan secara
umum yang memuat terkait kondisi geografis, perekonomian, kondisi

sosial-budaya, serta sarana dan prasarana yang terdapat di lokasi.
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Berdasarkan data yang telah diperoleh, baik melalui survey, serta
dokumen-dokumen yang telah tersedia.

Kota Denpasar merupakan kota terpadat di provinsi Bali. Kota
Denpasar merupakan dataran dengan luas wilayah 127,78 KM? (2,27
persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Yang secara geografis
wilayah Kota Denpasar berada antara 08035°317-08044°49”LS dan
115010°237-115016°27”BT" Secara administrasi Kota Denpasar

merupakan lbukota Provinsi Bali dengan batas wilayah sebagai

berikut:
Batas Utara : Kecamatan Mengwi (Kabupaten Badung)
Batas Selatan : Kec. Kuta Selatan (Kabupaten Badung)
Batas Timur : Kecamatan Sukowati (Kabupaten Gianyar)
Batas Barat . Kec. Kuta Utara (Kabupaten Badung)

Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa
dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas
wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu
49,99 km2 (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas
31,12 km2 (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah
sebesar 24,13 km2 (18,88 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil
yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km2

(17,64 persen)."

1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031,
https://geoportal.denpasarkota.go.id
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Arah pembangunan Kota Denpasar Yyaitu pembangunan
berwawasan budaya. Hal tersebut diwujudkan dengan menggalakkan
penggunaan ruang terbuka hijau seperti Lapangan Puputan untuk
berbagai kegiatan masyarakat, seperti pembinaan kesenian tradisional.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar
memfokuskan pada pariwisata budaya berwawasan lingkungan.
Sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata Kota Denpasar
menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali. °

b. Gambaran Umum (DLHK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar
1) Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas, dan mempunyai tugas pokok untuk
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang
perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Kebersihan, yang menjadi kewenangan daerah. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi
mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina, dan

memberdayakan unsur manjemen organisasi perangkat daerah

42 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota Denpasar , diakses 22 November 2020
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dalam bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi
sebagai berikut:*

a) Perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup;

b) Pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan;

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan;

d) Pelaksanaan administrasi dinas

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran layanan Badan Lingkungan Hidup sebagaimana
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 adalah: Pertama,
melakukan penataan lingkungan. Keduan, melaksanakan
penglolaan sampah dan limbah B3. Ketiga, mengendalikan
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Keempat,
melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan

hidup.

2) Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
Visi dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Denpasar
merupakan visi pemerintah Kota Denpasar. Sebagaimana yang
tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, yaitu “Denpasar Kreatif

3 https://Ih.denpasarkota.go.id/page/read/1368 , diakses 22 November 2020
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Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju

Keharmonisan”.

Berdasarkan dengan arah kebijakan sebagaimana tertuang
dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang
RPJPD, misi pemerintah kota Denpasar tahun 2016-2021,
adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan
daya saing daerah. Kedua hal tersebut mengacu kepada
terwujudnya Kota Budaya yang berdasarkan pada “Tri Hita
Karana”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka misi yang
mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup adalah misi 5, vyaitu: “Penguatan keseimbangan
pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya
berdasarkan Tri Hita Karana”

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi Kota
Denpasar, maka ditetapkanlah Misi Lingkungan Hidup sebagai
berikut:

a) Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan
penegakan supremasi hukum (low enforcement);

b) Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai
dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana.

Tujuan & Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Denpasar
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Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-
faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan
visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran ,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
misi, menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa
mendatang.

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran
menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan -
tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik,
terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun indikator
tujuan dan sasaran yang dicapai dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:*

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

No.

Tujuan Sasaran

Meningkatkan pelayanan | Meningkatnya kualitas
publik melalui tata kelola | pelayanan publik berlandaskan
kepemerintahan yang baik | sewaka dharma

(good governance)
berdasarkan penegakan
suprimasi ~ hukum  (low
enforcement)

Menguatnya keseimbangan | 1. Terwujudnya tata ruang kota
pembangunan pada berbagai

) ) yang nyaman dan terkendali
dimensi dan  skalanya

* https://Ih.denpasarkota.qgo.id/page/read/1368 , diakses pada tanggal 22 November 2020
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berdasarkan  trihitakarana | 2. Mengurangi degradasi
yaitu keseimbangan
hubungan manusia dengan
alam , hubungan manusia

lingkungan dengan

mengutamakan lebih

dengan manusia  dan melibatkan peran
hubungan manusia dengan | 3. masyarakat
Tuhan/lda Sanghyang Widhi

Wasa

B. Pembahasan
1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Memaksimalkan
Penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018
Melestarikan dan merawat lingkungan hidup merupakan kewajiban
semua manusia. Begitu juga sebaliknya, diharamkan untuk merusak, dan
menggunakan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai
dengan Syariat Allah. Oleh karena itu, dengan kata lain seluruh perbuatan
yang merusak dan merugikan lingkungan hidup digolongkan sebagai
melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum syariat.
Kerusakan lingkungan bukan lagi masalah politik dan ekonomi semata,
namun juga masalah teologis. Hal ini disebabkan karena akibat dari
perusakan lingkungan hidup juga memberi ancaman serta dampak buruk
terhadap kenpentingan ibadah setiap ummat beragama dalam setiap
aktivitas kehidupan ummat manusia.
Permasalahan lingkungan yang didominasi oleh limbah kantong
plastik menjadi latarbelakang dari  penerapan Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan
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Kantong Plastik. Dalam mengatasi permasalahan penggunaan kantong
plastik tersebut, pemerintah Kota Denpasar berkorelasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar berupaya
untuk menekan laju penggunaan kantong plastik dengan harapan mencapai
tujuan yang dinginkan dan capaian yang maksimal. Oleh karena dampak
negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik ini tidak hanya
berdampak bagi masa sekarang, namun juga berdampak hingga masa
depan generasi penerus, maka peraturan ini dinalai harus
diimplementasikan dengan baik, agar tak dibiarkan pasif dan tidak
berfungsi.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya yang dilakukan
oleh Dinas Lingkungan dan Kebersinan Kota Denpasar agar
memaksimalkan pengimplementasian peraturan tersebut ? Upaya memiliki
arti “pendekatan untuk mencapai sebuah tujuan”. Sedangkan dalam KBBI
menjelaskan pengertian upaya yaitu “suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk
mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mecari jalan

keluar™®®

Ada banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya hasil
yang diharapkan dari implementasi peraturan ini. Selain faktor-faktor yang
telah disebutkan di atas, Kepala Bidang Pengolahan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menjelaskan pihaknya

telah melakukan upaya sosialisasi dan evaluasi terkait peraturan tersebut:

> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: BalaiPustaka, 1988), 995
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“Untuk upaya, pihak kami ada timnya yang langsung terjun untuk
sosialisasi dan sidak di lapangan satu (1) bulan sekali. Salah satunya di
Pasar Badung, Pasar Kumbasari, dan swalayan-swalayan seperti
Ramayana, Toko Modern kayak Indomaret, Alfamart itu ada. Apabila
masih ada yang menggunakan kantong plastik kita kenakan sanksi”

Kemudian terkait presentase dari 4 wilayah di Denpasar, (yaitu
Denpasar utara, Denpasar barat, Denpasar selatan, dan Denpasar timur)
masyarakatnya 75% sudah menerapkan peraturan ini. Pihak Dinas
Lingkungan Hidup Kota Denpasar menjelaskan:

“Kalau supermarket dan toko modern kayak Ramayana, Indomart,
Alfamart, CyrcleK, dll itu sudah 100% menerapkan. Untuk pusat
perbelanjaan seperti pasar tradisional sebagian pelaku usaha sudah 50%
menerapkan peraturan ini. Yang kita maksimalkan hanya Kantong Plastik
Kresek yang besar saja, karena kalau di pasar memang ada beberapa
barang yang tidak bisa bila tidak menggunakan plastik seperti daging.
Kemudian, kalau di toko-toko kelontong, toko-toko besar dan SRC itu
50/507

Selain sosialisasi dan evaluasi, pemerintah Kota Denpasar juga
melakukan  pengarahan dan pembinaan sebagai upaya untuk
memaksimalkan peraturan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam pasal
(4) huruf b Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018, yang

berbunyi: “Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan

“6'| Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota
Denpasar, wawancara, (Denpasar: 27 November 2020)
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kantong plastik, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan melakukan
pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodic terhadap pengguna
kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.”*’

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga
membenarkan hal tersebut, dan pihaknya mengatakan bahwa selain
melakukan pengarahan pihak DLHK' juga memberikan mini X Banner
untuk diletakkan di toko-toko dan pusat perbelanjaan. Dan juga
memberikan sumbangan berupa tas belanja alternatif sebagai pengganti
kantong belanja plastik ke beberapa pedagang di Pasar Tradisional.

“Kita juga pengarahan, dan pembinaan ke pedagang-pedagang,
sosialisasi terkait peraturannya. Selain itu kita juga ngasih banner di toko-
toko, restoran, swalayan dan lain lain. Jadi kalau ada konsumen kan bisa
baca biar tau. Kalau masih tidak mematuhi awalnya kita peringatkan dulu,
kita toleransi. Kalau tetep, baru kita pertegas, kita kenakan sanksi.
Pencabutan izin usahanya. Ya Kkita hanya bisa menekan itu saja,
memaksimalkan. Sisanya partisipasi dari masyarakat juga sangat
dibutuhkan’*®

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar didalam
menjalankan  tugas dan fungsi yang salah  satunya dalam
menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik

memiliki kewenangan yang besar dalam mengawasi dan dalam melakukan

*" Pasal 4 huruf (b) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik

“8 | Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota
Denpasar, wawancara, (Denpasar: 27 November 2020)
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pembinaan secara periodik terhadap pengunaan kantong plastik oleh
pelaku usaha dan/atau konsumen. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mengalami beberapa
kendala. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mengganti penggunaan
kantong plastik ini dengan kantong alternative ramah lingkungan untuk
mengurangi peredaran timbulan sampah plastik, dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam hal membuang sampah, dan lain sebagainya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai
lembaga di bawah kepala daerah dalam hal ini tidak bisa membuat
peraturan baru yang mengubah atau bertentangan dengan yang di atasnya.
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, didapati bahwa upaya
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam
mengoptimalkan penerapan peraturan pengurangan penggunaan kantong
plastik, antara lain:

. Intensifikasi pengawasan

Sesuai dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
(DLHK) Kota Denpasar bahwa upaya yang dilaksanakan dapat berupa
tindakan yang bersifat preventif maupun represif. Tindakan preventif
dapat berupa pemberian peringatan pada pelanggaran yang dilakukan.
Membagikan tas alternative ramah lingkungan, dan melakukan sidak
lapangan secara berkala dalam rentang waktu 1 sampai 2 bulan sekali.
Sedangkan tindakan secara represif berupa penertiban secara langsung

mengenai teknis pelaksanaan peraturan yang berlaku, pencabutan izin
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usaha dan dikenakan sanksi administrative sesuai peraturan perundang-
undangan.

Meskipun secara jelas telah ada peraturan yang mengatur mengenai
teknis pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik di kota
denpasar dan telah terlaksana komunikasi dan sosialisasi mengenai
kebijakan tersebut, namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
denpasar masih perlu melakukan intensifikasi pengawasan guna mengatasi
kendala yang terjadi dalam pelaksanaan dan mengoptimalkan penerapan
kebijakan tersebut.

. Pembinaan secara berkala

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun
2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pemerintah kota
dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan
kantong plastik dengan cara melakukan pembinaan secara berkala dengan
tujuan, sebagai berikut:

Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran serta keikutsertaan
masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi terkait, pelaku usaha, pihak
akademisi, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan
penggunaan kantong plastik.

Memberikan pengertian/wawasan kepada pelaku usaha dan masyarakat

terkait bahayanya penggunaan kantong plastik bagi lingkungan.
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Dengan adanya pembinaan secara berkala diharapkan dapat
meminimalisir faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala. Hal ini
juga sejalan dengan yang disampaikan oleh staf Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota Denpasar di bidang pengelolaan sampah,
menyatakan bahwa mereka selalu turun untuk melakukan sosialisasi
kemasyarakatan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini.*
Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
terkait pembinaan, sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Walikota melakukan pembinaan dalam pengurangan penggunaan
kantong plastik terhadap:

a. pelaku usaha; dan

b. masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui: a. sosialisasi; b. konsultasi; c. bantuan teknis; dan d. fasilitasi
penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong

alternatif ramah lingkungan.

9| Made Suwena, S.Pt bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota
Denpasar, wawancara (Denpasar; 27 November 2020)
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C. Pemberian sanksi

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, selain 2 upaya yang
telah disebutkan tersebut, perlu pula kesadaran dan peran aktif dari
masyarakat itu sendiri sebagai sasaran dari kebijakan publik. Menindak
lanjuti dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan,
pembinaan, dan sosialisasi, pemerintah juga memberikan sanksi berupa
teguran dan sanksi administratif sebagai bentuk upaya represif terhadap
masyarakat yang melanggar kebijakan peraturan ini. Hal ini sejalan
dengan apa yang disampaikan oleh staf Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar:>® “...Kalau masih tidak mematuhi awalnya
kita peringatkan dulu, kita toleransi. Kalau tetep, baru kita pertegas, kita
kenakan sanksi. Pencabutan izin usahanya. Ya kita hanya bisa menekan
itu saja, memaksimalkan. Sisanya partisipasi dari masyarakat juga sangat
dibutuhkan.”

Hal tersebut juga di atur dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 36 Tahun 2018, mengenai peran serta masyarakat dan
pengenaan sanksi administratif:

Pasal 8
(1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong alternatif ramah

lingkungan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui:

*% | Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota
Denpasar, wawancara, (Denpasar: 27 November 2020)
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a. program kemitraan;

b. program adiwiyata;

c. program denpasar clean and green;
d. program bersih-bersih pantai; dan

e. program pemilahan sampah dari sumber.

Pasal 9

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan uraian
di atas dapat diartikan bahwa upaya yang dilakukan oleh DLHK memang
belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, namun bertahap. Strategi
yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar sudah tepat dalam
menekan laju dari limbah plastik dan meminimalisir sampah plastik di
Kota Denpasar. Memang tidak mungkin bisa serta merta mengubah 100%,
tetapi memerlukan tahap dan proses untuk menjadikannya mendekati
100%. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan tugas dengan

sebagaimana mestinya.
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Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Sadd
Al-Dzari’ah

Sebuah peraturan bukan hanya wujud formil dari hasil kerja
pemerintah semata, namun peraturan dibentuk dengan tujuan utama yaitu
kemaslahatan ummat. Sebuah peraturan dibentuk bukan hanya untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat semata, tetapi juga pemerintah
sebagai pembuat peraturan tersebut juga ikut andil dalam menjalankan
peraturan yang dibuatnya dengan sebaik mungkin.

Peraturan walikota Denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang
pengurangan penggunaan kantong plastik menjadi peraturan yang dinilai
baik bagi sebagian masyarakat. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan
mendasar yaitu sebagai upaya dari pemerintah untuk mencegah kerusakan
lingkungan hidup dan untuk menjaga keberlangsungan hidup generasi di
masa mendatang. Kebijakan kantong plastik yang berlaku saat ini sejalan
dengan konsep Sadd Al-Dzari’ah dalam islam. Yang mana merupakan
sebuah hasil pemikiran terhadap dasar-dasar syariah, yang dijadikan
sumber hukum sebagai landasan penetapan kebijakan bagi pemerintah.
Oleh karena itu, peraturan ini harus berjalan dan dipatuhi sebaik mungkin
dan sebagaimana mestinya peraturan itu dibuat.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukakn oleh peneliti di lapangan dari

beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Denpasar, peraturan yang dibuat
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oleh Walikota Denpasar terkait pengurangan penggunaan kantong plastik
ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh beberapa
masyarakat yang ada di kota Denpasar sebagaimana mestinya sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Masih ada sebagian dari
masyarakat yang menggunakan kantong belanja plastik yang tidak ramah
lingkungan.

Permasalahan yang melatarbelakangi kendala dari penerapan
peraturan ini adalah partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan
peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak | Made
Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengolahan Sampah mengatakan:™*

“Kendalanya sendiri dari masyarakatnya gos. Masyarakatnya
masih 50/50. Ada yang menerima, ada juga yang masih menolak. Yang
menerima ya sudah paham betul dengan dampak negatif dari kantong
plastik ini, yang menolak alasannya susah kalau tidak pakai plastik, dan
kantong belanja yang dari kain itu mahal”

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan hasil
wawancara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
(DLHK) Kota Denpasar juga mengatakan, bahwa waktu juga menjadi
salah satu faktor kendala dalam penerapan peraturan ini>2

“...waktu juga jadi faktor kendala, peraturan ini disahkan akhir

2018, diberlakukan 2019 awal. Baru 1tahun, sekarang 2020 pandemi”

*1 | Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota
Denpasar, wawancara, (Denpasar: 27 November 2020)
%2 Wawancara, (Denpasar: 27 November 2020)
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Dalam proses adaptasi ini masyarakat terus mencoba untuk
berpartisipasi dengan baik. Dalam kurun waktu yang relatif tidak lama,
mulai dari awal disahkannya peraturan tersebut oleh Walikota Denpasar
yaitu Bapak Rai Dharmawijaya Mantra, sebagai masyarakat kini sudah
melaksanakan dengan baik. Presentase dari 4 wilayah di Denpasar, (yaitu
Denpasar utara, Denpasar barat, Denpasar selatan, dan Denpasar timur)
masyarakatnya 75% sudah menerapkan peraturan ini. Kalau supermarket
dan toko modern (Ramayana, Matahari Mall, Indomart, Alfamart, dll)
sudah 100% menerapkan. Untuk pusat perbelanjaan seperti pasar
tradisional sebagian pelaku usaha sudah 50% menerapkan peraturan ini.>®

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengurangan
penggunaan kantong plastik semata-mata bertujuan untuk membatasi
penggunaannya dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh limbah plastik. Ini sejalan dengan konsep sadd al-dzari’ah
dalam islam. Teori Sadd Al-Dzari’ah berasal dari teori hukum islam yang
orientasi bidikannya yaitu menekankan unsur pencegahan terhadap sesuatu
perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadath (kerusakan). Artinya
jika suatu perbuatan diduga akan menimbulkan kerusakan, maka
dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan di atas, topik
dalam penelitian ini akan mengupas bagaimana implementasi Peraturan

Daerah dalam perspektif hukum islam, yaitu sadd al-dzari’ah.

%% Presentase berdasarkan data dari pihak DLHK selama kurun waktu 2019-2020
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Perihal al-dzari’ah dan kategorinya, asy-syatibi mengemukakan 3
(tiga) syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang,
yaitu:
a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan, dan
c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya

lebih banyak>

Selanjutnya berkaitan dengan macam-macam sadd al-dzariah para
ulama ushul figh mengelompokkan dzari’ah ke dalam 2 kategori, yaitu
dzari’ah dilihat dari segi kualitas mafsadatnya, dan dzariah dilihat dari segi

jenis mafsadatnya.

Pertama, Imam Al-Syatibi berpendapat bahwa dari segi kualitas

kemafsadatannya dzari’ah terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadat-an secara
pasti (Qoth’1).

2. Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada
mafsadat atau besar kenmungkinan (Dzann alghalib) membawa kepada
mafsadat.

3. Perbuatan yang dilakukan itu itu jarang atau kecil kemungkinan

membawa kepada mafsadat.

>* https://media.neliti.com/media/publications/37049-1D-aplikasi-al-dzaraah-dan-al-halah-
perspektif-hukum-islam.pdf diakses pada tanggal 17 april 2021



https://media.neliti.com/media/publications/37049-ID-aplikasi-al-dzaraah-dan-al-halah-perspektif-hukum-islam.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/37049-ID-aplikasi-al-dzaraah-dan-al-halah-perspektif-hukum-islam.pdf

68

4. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung ke-maslahatan, tetapi

memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat.

Kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dzari’ah dilihat dari segi

jenis mafsadat yang ditimbulkan terbagi kepada dua macam:

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu mafsadat.
2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan
dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan

yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak.>

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa ‘status’ al-dzari’ah itu
harus ditinggalkan atau justru dilakukan tergantung pada nilai
kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syara™ dan dampak
mafsadah yang ditimbulkan. Di sisi lain, perbuatan yang termasuk pada
lingkup sadd al-dzari’ah adalah hukum asalnya mubah, namun dijadikan

sebagai sarana kepada perbuatan yang diharamkan.

Penerapan sadd al-dzari’ah lebih didahulukan daripada fath al-
dzari’ah. Hal tersebut sejalan dengan konsep qaidah dar’u al-mafasid
muqaddam ‘ala jalb al-masalih, yang artinya menolak kerusakan itu lebih
didahulukan daripada menarik kemasalahatan.

Misalnya, pada penelitian ini masalah yang masih menjadi
dilematis adalah perihal penggunaan kantong plastik sekali pakai. Satu

pihak menginginkan untuk mengurangi bahkan memberantas penggunaan

>® https://media.neliti.com/media/publications/41908-1D-perubahan-sosial-dan-pembaruan-hukum-
islam-perspektif-sadd-al-dzariah.pdf diakses pada tanggal 17 april 2021



https://media.neliti.com/media/publications/41908-ID-perubahan-sosial-dan-pembaruan-hukum-islam-perspektif-sadd-al-dzariah.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/41908-ID-perubahan-sosial-dan-pembaruan-hukum-islam-perspektif-sadd-al-dzariah.pdf

69

kantong plastik sekali pakai karena dinilai membahayakan bagi
lingkungan, biota laut dan kehidupan di beberapa tahun mendatang karena
sifatnya yang sulit diuraikan dan menjadi limbah terbanyak. Nilai
maslahatnya adalah jika kantong plastik dapat dikurangi penggunaan atau
bahkan diganti dengan kantong alternative lain, niscaya dapat
menyelamatkan  kelangsungan  hidup  spesies biota laut dan
keberlangsungan hidup anak cucu kita di masa mendatang.

Disisi lain, ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan
plastik menimbulkan mafsadat lain apabila kantong plastik dikurangi
penggunaannya, yakni menurunnya omset pendapatan produsen plastik,
dan  penggunaan kantong plastik yang dinilai praktis dan sangat
membantu kegiatan sehari-hari manusia (seperti untuk membawa
belanjaan) akan menyusahkan apabila kantong plastik dihilangkan,
terlebih lagi ada beberapa barang yang harus menggunakan plastik untuk
wadahnya. Sehingga asumsi semakin parahnya efek negatif dari perbuatan
tersebut dialami masyarakat secara luas, bukan hanya kalangan tertentu.
Oleh karenanya, pihak ini menginginkan plastik (khususnya kantong
plastik) tidak perlu ‘dibasmi’ (tetapi juga tidak direstui) namun
mengadakan berbagai pendekatan baik secara ilmiah, psikologi atau pun
spiritual dan lainnya untuk memberikan pembinaan. Hal ini merupakan
bagian dari konsep sadd al-dzari’ah yakni untuk mencegah mafsadath
yang lebih besar jikalau kantong plastik dikurangi atau dihilangkan

sepenuhnya.
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Dalam Ushul Figh dasar-dasar hukum islam menyatakan bahwa
“seluruh taklif di orientasikan untuk mewujudkan kemashlahatan ummat
manusia. Baik di dunia maupun di akhirat”. Hal tersebut dapat
diwujudkan melalui cara mencegah kerusakan. Dan juga dengan cara
keikut sertaan dalam mewujudkan kemaslahatan. Seperti yang telah
dijelaskan dalam Al-Qur’an yang telah memberikan petunjuk sebagai

upaya pencegahan, yakni sebagai berikut:
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Artinya : “dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan
dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang berbuat baik.” (QS. 2: 195)

Kemudian, atas dasar ayat tersebut para ulama figh merumuskan
sebuah misi Islam dalam sebuah kaidah “dar’ul mafasid muqoddami ala
jalbul mashalih” yang artinya, mengantisipasi kerusakan lebih
didahulukan dari mengambil kemanfaatan, atau dalam konsep keislaman
lebih dikenal dengan Sadd Al-Dzari’ah. Yaitu, menutup jalan terjadinya
kerusakan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah yang
mengandung arti semua jenis kerusakan yang berdampak pada agama,

jiwa, harta keturunan, dan kehormatan manusia. Kelima hal tersebut harus
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dirawat dengan baik, dan kelima hal tersebut kemudia menjadi tujuan dari

Syariat.

Ushul figh dan teori keislaman lainnya sangat mendukung seluruh
upaya penanggulangan sampah dan pencegahan terhadap kerusakan, yang
dalam hal ini yaitu penggunaan kantong plastik yang membahayakan
lingkungan. Karena islam selalu memperhatikan dasar-dasar kebaikan dan
meminimalisir resiko keburukan yang akan ditimbulkan. Dalam alquran
telah dijelaskan bahwa setiap manusia wajib merawat semua kehidupan
yang ada di bumi, baik kehidupannya maupun kehidupan alam
disekitarnya bukan malah merusak dan tidak amanah dalam perawatannya.
Peringatan tentang proses kerusakan bumi akibat ulah manusia dijelaskan

dalam surat Ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

b Sedll o T AT G Eaed ol T 3Ry s T Sle

4

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan

yang benar).” (Q.S.30:41)

Berdasarkan dalil tersebut dan uraian yang telah disebutkan di atas,
dapat diartikan bahwa pembuatan kebijakan Pengurangan Penggunaan

Kantong Plastik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar telah



72

sesuai dengan kaidah-kaidah dalam islam, dan teori Sadd Al-Dzari’ah
dalam islam, dan merupakan salah satu wujud dari pencegahan terhadap
kerusakan di masa mendatang, melalui penerapan ketentuan hukum yang

berlaku, yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018.

Oleh karena itu, berdasarkan oleh apa yang telah diuraikan di atas
bahwa sejalan dengan prinsip syariat islam dalam mendukung segala
dinamika hukum yang terjadi dalam masyarakat, maka mencegah suatu
kemafsadatan merupakan salah satu yang diprioritaskan dan dilaksanakan.
Dan hasil wawancara peneliti juga bersumber dari pengamatan langsung
yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lebih besar terdapat unsur
kemafsadatannya maka penggunaan kantong plastik tidak sejalan dengan
prinsip syariat islam meskipun hukum dasarnya mubah. Artinya perlu ada
perubahan ke depannya demi tercapainya sebuah kemashlahatan bersama.
Hingga saat ini, implementasi regulasi tersebut di lapangan secara
perlahan semakin berkembang ke arah yang positif. Meski masih ada
sebagian masyarakat yang tidak patuh, secara umum Kkontribusi
masyarakat sudah cukup baik. Ini berarti terdapat perubahan yang cukup
memuaskan dan harapan baik bagi keberlangsungan peraturan tersebut.*®
Tentunya hal tersebut akan berdampak baik bagi kepentingan dan

keberlangsungan generasi penerus.

% | Made Suwena, S.Pt. bagian Kepala Bidang Pengurangan dan Pengolahan Sampah DLHK Kota
Denpasar, wawancara, (Denpasar: 27 November 2020)
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas
pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan,
yaitu:
1. Dalam penerapan peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar melakukan upaya semaksimal
mungkin untuk membuat peraturan ini terlaksana dengan baik.
Adapun upaya yang dilakukan oleh DLHK yaitu berupa upaya
preventif (pencegahan) dan represif (setelah terjadi pelanggaran).
Adapun upaya yang dilakukan diantaranya berupa
a. Melakukan himbauan kepada para pelaku usaha dan
masyarakat

b. Memberikan poster atau X Banner di pusat-pusat perbelanjaan,
toko modern, restoran, hingga pasar tradisional

c. Melakukan sidak di lapangan selama 1 bulan atau 2 bulan
sekali

d. Melakukan arahan dan pembinaan bagi masyarakat dalam
bentuk sosialisasi, dan

e. Mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang

tidak menerapkan peraturan tersebut sebagaimana mestinya
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Implementasi hukum Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36
Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini
sejalan dengan konsep Sadd Al-Dzari’ah dalam islam, yang mana
merupakan  kajian  teoritis mengenai upaya mencegah
kemudharatan dengan pendekatan pada esensi obyek perbuatan
yang dilakukan sebagai upaya menghindar dari hukum wajib yang
datang terlebih dahulu. Meskipun terjadi perbedaan di kalangan
masyarakat mengenai penerapan peraturan tersebut, namun pada
akhirnya tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar dari
kesulitan sebagai upaya mencegah terhadap kerusakan di masa
mendatang serta memelihara kemashlahatan, walaupun belum
terlaksana secara maksimal, namun mekanisme penerapannya
sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan ini perlahan

berkembang ke arah yang baik, sesuai dengan peraturan yang ada.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, dan tidak terlepas dari masalah dan
kendala-kendala dalam proses implementasi peraturan walikota Denpasar
Nomor 36 Tahun 2018 tentang penggunaan kantong plastic, maka terdapat
beberapa saran yang peneliti ajukan:

1. Bagi pemerintah, khususnya Lembaga yang berwenang dalam
penerapan kebijakan terkait lingkungan semestinya lebih mempeketat
pengawasan atau ‘“‘controling” dan mempertegas terhadap yang
melanggar kebijakan yang telah ditetapkan. Baik terhadap pelaku
usaha yang ada di Kota Denpasar dan masyarakat pada umumnya.
Serta seyogyanya melakukan edukasi sejak dini, terkait bahayanya dan
dampak buruk dari penggunaan kantong plastik sekali pakai,
mengingat juga Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata yang
banyak dikunjungi wisatawan.

2. Bagi masyarakat, seharusnya meningkatkan kesadaran diri dan
kepekaan terhadap peraturan yang telah dibuat. Seharusnya juga lebih
berpartisipasi terhadap implementasi kebijakan di lapangan mulai dari
hal-hal kecil, dengan membawa tas belanja sendiri, membuang sampah

pada tempatnya, atau memilah sampah organik dan anorganik.
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pembaruan-hukum-islam-perspektif-sadd-al-dzariah.pdf

Sumber Internet dan Web

https://denpasarkota.bps.qo.id/pressrelease/2020/09/01/244/perkembangan-

kepariwisataan-kota-denpasar-juli-2020.html

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota Denpasar

https://Ih.denpasarkota.qo.id/page/read/1368

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5514ad1afl157a/perbedaan-

peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/ Hukum Online, April 10,
2015.

https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/05/173335/masih-ada-pasar-di-bali-

enggan-jalankan-aturan-kurangi-sampah-plastik JawaPos, Mei 01, 2020.

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78143  Nurpitasari, Mei = Tri.

Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan,

Universitas Jember, 2016.

https://geoportal.denpasarkota.go.id Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Denpasar Tahun 2011-2031.
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https://denpasarkota.bps.go.id/pressrelease/2020/09/01/244/perkembangan-kepariwisataan-kota-denpasar-juli-2020.html
https://denpasarkota.bps.go.id/pressrelease/2020/09/01/244/perkembangan-kepariwisataan-kota-denpasar-juli-2020.html
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Denpasar
https://lh.denpasarkota.go.id/page/read/1368
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/
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https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/05/173335/masih-ada-pasar-di-bali-enggan-jalankan-aturan-kurangi-sampah-plastik
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78143
https://geoportal.denpasarkota.go.id/
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LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana dampak kantong plastik terhadap lingkungan hidup ?

2. Bagaimana hasil data prosentase terkait penggunaan kantong plastik ?

3. Apa tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar peraturan
tersebut berjalan dengan maksimal ?

4. Bagaimana respon dari masyarakat terkait kebijakan tersebut ?

5. Bagaimana pengimplementasian peraturan tersebut di masyarakat ?

6. Sanksi bagaimana yang dikenakan terhadap individu yang melanggar
peraturan tersebut ?

7. Faktor apa saja yang menjadi kendala / penghambat dalam penerapan
peraturan ini ?

8. Lebih efektif mana antara kebijakan ini, kantong belanja berbayar atau
daur ulang sampah ?

9. Bagaimana solusi dari pemerintah (DLHK) untuk mengatasi hambatan

yang terjadi dalam penerapan peraturan ini ?
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Dokumentasi penelitian

Wawancara dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar, Bapak | Made Suwena, S.Pt. selaku Kepala Bidang Pengolahan
Sampah. Tanggal 27 November 2020

Himbauan dari Pemerintah Kota Denpasar (DLHK) berupa banner, berlokasi di JI,
Padang Galak, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Diambil tanggal 21 Oktober
2020



HEMAT PLASTIK
RAMAK LINGKUNGAH
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Mari rubah perilaku lama kita
untuk tidak minta kantong
plastikdi Kasir

Poster atau X Banner yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar (DLHK) di

restoran, dan toko-toko. Diambil tanggal 28 November 2020

Kondisi Pantai Mertasari, yang berlokasi di Kec, Sanur kauh, Kota Denpasar,

yang dipenuhi dengan sampah plastik bercampur sampah rumput laut. Tanggal 21

Oktober 2020
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Trashblock atau pemblokir sampah yang berlokasi di JI. Hang Tuah, Sanur Kaja,
Kota denpasar, sebagai solusi dari Pemerintah Kota Denpasar untuk mencegah

sampah plastik masuk ke lautan. Diambil tanggal 16 November 2020

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jatan Raya Puputan. Nt Mandala Denpasar 80235
Telp (0361) 243804 Fax (0361) 256905 webste wwew dpmplsp batgrov g0 d ¢ mai
domptioBbatooe go el

Nomor 0701257212IN-C/IDISPMPT epada
Lampiran Yth WALIKOTA DENPASAR
g Kepala Badan Kesbang Pol Kota
Lampian - Denpasar
-
Hal Sutal Keterangan Penelitian /
Rekomendasi Peneltian Tempat

1. Dasar
1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan
Dinas Penanaman yanan Terpadu Satu Pintu
2 Surat Permohonan dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Malang Nomor
B-3064/F Sy TL 16/0972020, tanggal 22 Seplember 2020, Perihal Permohonan lzin Penelian

I Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi
kepada

Nama Ruzqi Rzal Al A
Pekerjaan - Mahasiswa
Alamat JLA Yani No. 52 Denpasar, Bali

Judulibidang  : Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 fentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik Perspekif Sadd Adz-Ozariah

Lokasi Penelitian - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
Jumiah Peserta - 1Orang
Lama Penelian : 5 Bulan (18 November 2020 - 19 April 2021)

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut
a_ Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada BupatiMWalikota setempat atau
pejabat yang berwenang

Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitanya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila
melanggar ketentuan Surat Keterangan Peneiitian / Rekomendasi Peneliian akan dicabut dihentikan
segala kegiatannya

Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adal istiadal dan
budaya setempat

Apabila masa berlaku Surat Keterangan Peneiiian / Rekomendasi Penelian i telah berakhi, sedangkan
pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi
Penelitian agar ditujukan kepada instansi pemohon

Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Ball

o

o

Bal, 17 November 2020
1ZIN INI DIKENAKAN an GUBERNUR BALI
TARIF RP KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP PROVINSI BALI

r

¥
Tl
ofieat

DEWA PUTU MANTERA

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198503 1 192

Tembusan kepada Yth
1. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Poktik Provinsi Bal di Denpasar
2 Yang Bersanghutan
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Surat pengantar penelitian
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BUKTI KONSULTASI
Rizqi Rizal Al Alif
16230059
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Judul Skripsi Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor

36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik Perspektif Sadd Al-Dzari’ah

No. Hari/Tanggal Materi Konsultasi Paraf

1. 17 Juli 2020 Acc judul & proposal Q@Q"/

A 22 Agustus 2020 Konsultasi Latar belakang ﬁﬂﬁc\ﬂ/

3. 26 November 2020 Konsultasi Bab 1-Bab 11 {6&

4, 1 Desember 2020 Acc Bab I-Bab Il pre

5. 2 Desember 2020 Konsultasi Bab 1V-Bab V ﬁg-n

6. 3 Desember 2020 Revisi Bab 1V-Bab V %fof

7. 7 Desember 2020 Acc Bab IV-Bab V @SQU/

8. 14 April 2022 Konsultasi revisi pasca sidang @@U/

9. 25 April 2022 Konsultasi revisi pasca sidang @Q‘)/

10. 11 Mei 2022 Konsultasi revisi pasca sidang ﬁ@@“/

11. 19 Mei 2022 Acc skripsi @6‘15
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Dewan Penguji Skripsi saudara/i RIZQl RIZAL AL ALIF, NIM 16230059,
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang
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